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PERTANYAAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN 

KONFLIK PENGALIHAN TANAH HAK ULAYAT DI 

KABUPATEN JAYAPURA PAPUA 

1.   Sejauh mana peran Ondoafi dalam masyarakat ?  

2.   Apakah masyarakat adat terhadap hukum adat ? 

3.   Apa indikasi ketaatan masyarakat ? 

4.   Apakah setiap kepututsan yang diambil oleh Ondoafi 

masyarakat berani melanggar ? 

5.   Apakah ada peran gereja pada karismatik yang dimiliki 

oleh Ondoafi ? 

6.   Bagaimana peran kepala suku ? 

7.   Sejauh mana otoritas Pemerintahan adat itu ditaati oleh 

masyarakat ? 

8.   Apakah kepala suku dan Ondoafi dipilih secara 

demokrasi ? 

9.   Apa kriteria seorang yang akan menjadi pemimpin adat ? 

10.   Bagaimana pendapat sebagai tokoh adat Tanah yang 

sudah dilepaskan oleh adat kepada perusahaan HGU 

(Hak Guna Usaha) apabila sudah habis masa berlakunya 

maka menurut undang-undang menjadi tanah negara?   

11.  Bagaimana proses yang dilakukan ketika tidak didapati 

perdamaian ? 

12.  Bagaimana jika terjadi korban ? 

13.  Bagaimana kompensasi pada perang suku ? 

14.  Apakah seorang Ondoafi sebagai tokoh adat merasa ada 

pengaruh dari kekuatan ghaib atau supranatural ? 
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BENTUK SURAT KEPUTUSAN PERADILAN DEWAN 
ADAT SUKU SENTANI KABUPATEN JAYAPURA 
PAPUA 

Hasil keputusan dalam sidang peradilan adat dalam 

musyawarah dewan adat tentang penyelesaian konflik pengalihan 

Tanah Hak Ulayat antara pihak tergugat, pihak dua dengan 

kepada suku Akhona, Abuafa dan generasi muda suku Ongge. 

Lembaga adat suku Sentani  

Membaca: 1. Berita acara pelepasan hak atas Tanah Hak 

Ulayat  

  2. Surat penolakan atas pelepasan hak Tanah Hak 

Ulayat . 

  3. Surat pernyataan kebulatan tekad generasi muda 

keluarga besar suku suku di Sentani 

Menimbang: 1. Berita acara tentang pembentukan team 

penyelesaian masalah tanah di wilayah 

kecamatan Sentani kabupaten tinggakat II 

Jayapura. 

 2. Team pelepasan hak atas tanah adat milik 
keluarga besar suku suku di Sentani atas nama 
para akhona dan generasi muda suku ongge. 

Memperhatikan:  1. Semua keterangan tambahan yang 
disampaikan kepala suku akhona dan 
generasi muda suku secara berturut-turut  
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2.   Keterangan tambahan yang disampaikan oleh bapak 

ondofolo besar, kepala desa dan ketua dewan adat 

masing-masing 

3.   Pengarahan hukum adat Sentani yang disampaikan oleh 

bapak ketua umum lembaga adat Sentani terutama istilah 

hak pakai dan hak milik atas tanah ulayat sebagai tanah 

hak adat bersama, penjelasan proses awal musyawarah 

mufakat keluarga suku-susku, kemudian proses 

penerimaan dan bembagian uang ganti rugi tanah adat, 

yang harus dan patut dinikmati pula oleh seluruh 

keluarga besar, yang disampaikan dalam forum sidang 

adat Sentani 

4.   Permintaan saran, pendapat, tanggapan dari kepala suku 

mewakili kepala suku yang lain, tanggapan generasi 

muda yang disampaikan resmi dalam forum sidang adat. 

5.   kesimpulan sementara sebagai tanggapan permintaan 

simpatik dari perwakilan suku-suku, bapak ketua 

lembaga adat Sentani sebagai pimpinan sidang adat, 

terutama akibat yang dapat dijadikan sebagai keputusan 

sidang adat yang kita terima dan perlakukan dengan 

penuh rasa tanggung jawab demi kepentingan keluarga 

besar suku suku di Sentani 

Memutuskan dan menetapkan 

Pertama: Bahwa hukum adat istiadat Sentani tidak mengenal dan 

mengakui adanya tanah adat milik peroragan, baik 

ondofolo, kotelo, akhona dan akha-peakhe. 
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Kedua:  Bahwa hukum adat istiadat Sentani hanya mengenal 

dan mengakui adanya tanah adat milik bersama, 

dengan demikian, maka setiap usaha pelepasan hak 

tanah ulayat, langkah awal seharusnya lewat 

musyawarah mufakat bersama, juga terhadap 

penerimaan dan pembagian uang ganti rugi tanah adat, 

harus dan patut dinikmati bersama. 

Ketiga: Bahwa ternyata terbukti permintaan/usul simpatik 

mengalami jalan buntu atau gagal , maka Tanah Hak 

Ulayat sebagai tanah adat milik bersama suku-suku 

dinyatakan batal dan ditarik kembali dari tergugat 

sebagai pihak kedua, sebagaimana yang termuat dalam 

berita acara penarikan surat pelepasan Tanah Hak 

Ulayat , dan sejumlah pembayaran dan penerimaan 

uang ganti rugi tanah adat yang dibayar oleh pihak 

kedua dan terima secara sepihak oleh pihak masyarakat 

adat yang menerima kompensasi pembayaran menjadi 

tanggung jawab sepenuhnya pihak pertama, 

sebagaimana yang tercantum dalam berita acara 

pelepasan tanah. 

Keempat: menerima dan mendukung untuk sementara waktu 

prakarsa akhona dan generasi muda suku ongge 

dengan pembentukan team penanggulangan kemelut 

keluarga suku masaing masing sebagaimana diatur. 

Team penyelesaian masalah Tanah Hak Ulayat 

keluarga suku suku yang dicetuskan pada sidang adat 
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dan team pelepasan hak atas tanah adat milik keluarga 

suku yang dicetuskan bersama akhona dan generasi 

muda suku. 

Kelima:  Bahwa butir 2 dan 3 yang termuat dalam pernyataan 

dan kebulatan tekat generasi muda suku-suku pada saat 

ini, untuk sementara waktu ditunda dan selanjutnya 

akan dibahas dan diselesaikan bersama kedua team 

penanggulangan konflik suku-suku yang terbentuk dan 

disahkan sekang ini. 

Keenam: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dan apabila terdapat kekeliruan dapat disempurnakan 

kemudia. 

Kemudian disetujui oleh lembaga musyawarh adat dan turut 
mendukung para akhona serta turut mengetahui kepala desa dan 
dewan hukum adat suku Sentani.  

 

 

Ditetapkan : di Sentani 

Pada tanggal : 01- Maret- 2018 

Lembaga Musyawarah adat Sentani 

Ketua umum, 

 

(                                  ) 
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Turut mengundang dan menyetujui 

 

1.   Akhona 2. Akhona  3. Akhona 

 
 

4.  Akhona  5. Akhona  6. Tertua Adat  
 

 

Turut mengetahui, 

 

Kepala Desa     Kepala Distrik        Dewan Hukum Adat 

 

 

 

(                             )     (                             )   (                               ) 
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